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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Setiap negara tentunya memerlukan aturan-aturan hukum yang mengatur, membatasi serta melindungi hak asasi warganya dan juga menjamin kelangsungan keseimbangan anggota masyarakat yang diadakan atas kehendak setiap warga negaranya itu sendiri. Salah satu tolak ukur dari kemajuan suatu negara yakni dengan ketaatan warga dan penyelenggara negara terhadap hukum. Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Tujuan negara yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan negara secara formal. 

Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan negara secara material yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus. Sedangkan tujuan umum adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bersarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 Tujuan tersebut tidaklah mudah untuk dicapai, untuk mencapai tujuan dari negara diperlukan semua elemen dalam negara bersatu dan tentunya saling membantu.

Sebagai aturan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memuat tujuan negara dan memuat dasar negara yaitu Pancasila. Hakikat kedudukan Pancasila secara filosofis sebagai paradigma pembangunan nasional yang harus berdasar pada hakikat nilai-nilai dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada ontologism manusia sebagai subjek pendukung Pancasila sekaligus sebagai pendukung negara.

Indonesia sebagai negara hukum dalam konteks pelaksanaan bernegara maupun juga di dalam pengaturan masyarakatnya akan selalu berupaya melindungi hak dan kewajiban penyelenggara negara maupun masyarakat. Sudah menjadi konsekuensi logis bahwa upaya tersebut telah diatur dalam sebuah konstitusi negara Indonesia. Indonesia telah terikat dengan adanya suatu pembatasan kekuasaan oleh konstitusi serta adanya hak asasi manusia yang dijaminkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tertuang pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal tersebut memuat hak untuk berserikat, berkumpul, maupun mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan. Perbuatan yang dilakukan untuk mengesampingkan dan mendiskriminasikan hak masyarakat akan secara langsung menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.
 

Tujuan tersebut tidaklah mudah untuk dicapai, untuk mencapai tujuan dari negara diperlukan semua elemen dalam negara bersatu dan tentunya saling membantu. Terkadang apa yang diinginkan oleh pemerintah tidak didukung oleh sebagian rakyatnya dan begitu juga sebaliknya yakni apa yang rakyat impikan tidak mendapat dukungan dengan kinerja pemerintah. Terkadang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan tidak memihak pada rakyat, sehingga menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak dengan pendapatnya masing-masing atau bahkan bisa menimbulkan suatu golongan yang ingin menjatuhkan pemerintah yang diakibatkan karena kebijakan oleh pemerintah itu sendiri dianggap kerap jauh berbeda dengan pemahaman yang dipegang oleh golongan tersebut, sehingga memungkinkan golongan tersebut untuk melakukan tindakan yang mengarah ke pemberontakan.
Sebagai bangsa plural dengan jumlah wilayah yang sangat luas tentunya akan membawa pengaruh besar bagi keutuhan wilayah negara Indonesia dari gangguan terhadap kehidupan berbangsa serta bernegara. Melihat nantinya dikhawatirkan bangsa Indonesia akan melawan dirinya sendiri yang menjelma kedalam bentuk pergerakan-pergerakan yang tidak sejalan dengan negara khususnya untuk pembahasan wilayah, maka dari itu ditekankan secara jelas dan keras bahwa wilayah negara Indonesia tidak dapat dipisah-pisah. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

Berbagai macam peristiwa yang telah mewarnai sejarah perjuangan bangsa Indonesia serta fakta-fakta yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan masih terdapat musuh negara yang selalu meronrong ataupun melemahkan sendi kehidupan negara Indonesia. Hal tersebut memperingatkan kepada kita bahwa betapa besarnya bahaya yang selalu mengancam kehidupan negara dan harus dihadapi.

Tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat atau penyelenggara negara haruslah menindak sesuai dengan peraturan yang ada dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat untuk menciptakan taat hukum maka dari itu diperlukan adanya usaha pencegahan serta pemberantasan terhadap segala bentuk kejahatan.

Kata kejahatan merupakan suatu kata yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tentunya tidak disukai oleh masyarakat.
 Kejahatan merupakan bagian dari tindak pidana, dalam hal ini kejahatan tidak hanya terjadi antara elemen manusia sebagai warga negara itu sendiri, adakalanya kejahatan itu ditujukan kepada penguasa atau pemerintah yang memiliki kekuasaan yang tentunya sah. Bentuk kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara semakin bervariasi maka dari itu diperlukan pemahaman hukum yang jernih untuk jenis kejahatan. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, semakin kompleks pula permasalahan yang ada pada suatu negara. Bukan hanya dalam bentuk tindakan yang nyata juga melalui tindakan tidak nyata yang dapat berpotensi menjadi suatu permasalahan baik itu menyangkut masyarakat umum maupun pemerintahan.

Kejahatan atau tindak pidana terhadap keamanan negara mencakup tindak pidana yang bertentangan dengan tertib hukum yang langsung tertuju kepada negara. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga negara yang menjadikan sistem kekuasaan atau pemeritahan di suatu negara sebagai objeknya. Salah satu tindak pidana yang ditujukan kepada negara adalah tindak pidana makar.

Djoko Prakoso berpandangan bahwa makar merupakan serangan, sedangkan menurut Hamzah istilah makar merupakan suatu percobaan yang mengandung unsur serangan yang meskipun belum terjadi pembunuhan Presiden misalnya, namun sudah terdapat unsur percobaan untuk menyerang yang dapat dihilangkan nyawanya maka perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai makar.

Makar berasal dari kata aanslag, merupakan bahasa Belanda yang artinya serangan, makar juga diartikan sebagai akal busuk, tipu muslihat, perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang ataupun menjatuhkan pemerintahan yang sah.
  Kejahatan makar merupakan kejahatan yang telah tertuang di Pasal 106 KUHP yaitu “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, diancam dengan penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Kedua Bab I membahas tentang kejahatan terhadap keamanan negara dalam beberapa Pasal yakni diawali Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHP serta beberapa aturan hukum lain seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanan negara, salah satunya merupakan tindak pidana makar. Menurut perspektif hukum pidana tindakan separatisme tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanan negara tercantum dalam Pasal 104 yang mengatur perihal tindak pidana makar terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden, Pasal 106 yang mengatur perihal makar menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara dan Pasal 107 mengatur makar untuk menggulingkan pemerintahan sah.

Berdasarkan hal tersebut, maka kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan Negara republik indoneisa sebagaimana dimuat dalam Bab I buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk yaitu:

Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan Kepala Negara atau wakilnya (Pasal 104 KUHP).

Makar yang menyerang terhadap kepentingan umum bagi keutuhan wilayah Negara (Pasal 106 KUHP).

Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintahan Negara (Pasal 107 KUHP).

Banyak masyarakat yang hanya menganggap bahwa tindakan makar adalah segala usaha atau serangan yang menghendak menggulingkan kekuasaan yang berkuasa pada saat itu, namun lebih luas dari itu arti makar sendiri salah satunya ketika adanya niat untuk memisahkan wilayah sebagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permufakatan menurut Pasal 88 KUHP adalah Permufakatan apabila dua orang atau lebih baru bersepakat untuk melakukan kejahatan, sedangkan maksud permufakatan makar yaitu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sepakat untuk berusaha menggerakan orang lain, menyuruh melakukan, memberikan bantuan, memberikan kesempatan, memberikan sarana-sarana, memberikan keterangan-keterangan, atau turut serta dalam melakukan kejahatan makar maka akan dikenai sanksi pidana dalam Pasal 106 KUHP dan diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Suatu kenyataan bahwa tindak pidana makar merupakan suatu tindakan yang membahayakan kepentingan masyarakat dan tentunya negara. Mengingat bahwa tindak pidana makar menyangkut keamanan masyarakat dan negara, padahal soal kemanan negara merupakan hal yang penting dan berpengaruh bagi seluruh rakyat. Dalam susunan dan keadaan amanlah pemerintah dapat menjalankan tugas dengan baik serta cita-cita negara dan rakyatnya lekas tercapai.

Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, artinya hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik keseluruhan aspek yang ada pada masyarakat. Untuk menjadi patokan, hukum mampu menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam tata kehidupan bermasyarakat. Namun, pada kenyataan masih banyak masyarakat melanggar hukum.
 Hal tersebut lalu dimaknai serta diartikan dengan cara kurang tepat bagi segelintir oknum tertentu yang hendak mengganggu keutuhan bangsa Indonesia. Oknum tersebut berlindung untuk sebagai pijakan dalam melakukan suatu perbuatan yang menjurus kearah mengganggu ketertiban, keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia. 

Hubungan antara permufakatan jahat percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar terletak pada dasar hukumnya, yaitu bahwa permufakatan jahat (kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan) dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, bahkan jika kejahatan itu belum terlaksana sepenuhnya. Dalam konteks makar, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar dapat diancam pidana berdasarkan pasal-pasal makar tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 KUHP. 

Permufakatan jahat percobaan merupakan bentuk tindak pidana yang "mendahului" perbuatan makar yang sebenarnya. Seseorang dapat dihukum karena permufakatan jahatnya untuk melakukan makar, bukan hanya karena pelaksanaannya yang gagal. Ini memperjelas bahwa tindakan perencanaan dan kesepakatan untuk melakukan kejahatan makar juga memiliki konsekuensi hukum yang serius, sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana.

. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait tindak pidana makar  atau prmufakatan jahat denan mengangkat judul yakni  “Analisis Yuridis Terhadap Hubungan Antara   Permufakatan Jahat Percobaan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Makar”.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

Bagaimana pengaturan  hukum terhadap tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar?
Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar?

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan  hukum terhadap tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar.

Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar.

Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar. 

Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang kebijakan riminal dalam penanggulangan tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar.
Secara praktis bermanfaat hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai kebijakan riminal dalam penanggulangan tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar.
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